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DINYATAKAN CACAT PROSEDURAL DAN YURIDIS PERBUATAN MENETAPKAN SANKSI DAFTAR HITAM KEPADA PENYEDIA TANPA MENGIKUTI PERATURAN YANG BERLAKU DAN TANPA MENGEDEPANKAN AAUPB
Berawal dari surat Penetapan Sanksi Daftar Hitam (objek sengketa) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Prov. Sumatera Utara (Tergugat), maka PT. Putri Mahakam Lestari (Penggugat) mengajukan gugatan ke PTUN Medan setelah melakukan upaya administratif karena meyakini penerbitan objek sengketa bukanlah kewenangan Tergugat dan terdapat cacat prosedural dalam penerbitannya. 
Di lain pihak, Tergugat membantah sebab penerbitannya karena ditemukan dokumen ijazah seorang personil manajerial yang dinilai tidak benar karena tidak ditemukan pada data kelulusan kampus, sehingga hal ini telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).
Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat serta menyatakan objek sengketa batal dan wajib dicabut Tergugat. Majelis menimbang bahwa penerbitan objek sengketa harus didasari pengusulan Pokja Pemilihan kepada Tergugat sebagai KPA, tetapi dalam perkara ini pengusulan dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dalam fakta persidangan, Majelis juga menemukan cacat yuridis karena terdapat pihak-pihak yang ingin memenangkan calon penyedia lain dengan cara menawarkan kompensasi kepada Penggugat untuk mengundurkan diri, menawarkannya untuk mendapatkan proyek pada tender lain, hingga terkahir dijatuhkannya sanksi daftar hitam. Majelis menimbang Tergugat melanggar asas ketidakberpihakan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Putusan ini juga dikuatkan pada tingkat banding. Karena masih tidak puas, Tergugat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung yang dalam pertimbangannya menyatakan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan penerapan hukum serta menimbang penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 di mana penjatuhan sanksi daftar hitam karena ditemukannya dokumen atau keterangan palsu/tidak benar, harus diusulkan oleh Pokja/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, sehingga objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal.
→ Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/TUN/2021, 5 Agustus 2021
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